KEPALA DESA BAKALAN

KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA BAKALAN

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAKALAN,

Bahwa  berdasarkan  Surat Direktur Jenderal
Pembangunan dan Perdesaan Nomor
5/PR.03.01/I1I/2021 tanggal 1 Maret 2021 perihal
Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa Tahun
2021 Maka perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan
Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021 ;
bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana
point a, Desa yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan
Desa Bakalan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakalan
Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan
pergeseran anggaran,;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan  Peraturan Kepala Desa tentang



Mengingat

1.

3.

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Bakalan Tahun Anggaran 2021,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid
-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun



10.

11.

12.

13.

14.

15.

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
367);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019
tentang Pedoman Umum  Pembangunan Dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018 Nomor 4);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018 Nomor 17);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020
Nomor 14);

Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018
tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Batang Tahun 2018 Nomor 45);

Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);

Peraturan Bupati Batang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor
67);

Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa di Kabupaten Batang (Berita Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 5);

Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang



Memperhatikan

Menetapkan

24.

25.

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
Peraturan Desa Bakalan Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Bakalan
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Bakalan Tahun
2020 Nomor 10 );

Peraturan Kepala Desa Bakalan Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Bakalan Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa
Bakalan Tahun 2020 Nomor 11),

Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan  Transmigrasi  Republik Indonesia = Nomor
5/PR/03.01/I1I/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang
Pemutakhiran data IDM Berbasis SDGs ;

Surat Instruksi Kepala Dispermasdes Kabupaten Batang
Nomor 410/126 Tanggal 23 Maret 2021 Perihal
Pemutakhoran Data IDM Berbasis SDGs Desa ;
Peraturan Desa Bakalan Nomor 10 tahun 2020 ;
Tanggal 29 Desember 2020 Tetntang Penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 ;
Peraturan Kepala Desa Bakalan Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Bakalan Tahun Anggaran 2020 ( Berita Desa
Bakalan Tahun 2020 Nomor 11 ) ;

MEMUTUSKAN

PERATURAN KEPALA DESA BAKALAN TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021



Pasal 1

Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2021 merupakan
pengeluaran dari rekening kas desa yang bersumber dari
APBDesa Tahun anggaran 2021.

Pasal 2

Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pada bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi
Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.

Pasal 3

1. Belanja pelaksanaan kegiatan pada bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.Rp. 25.000.000,- (
Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

2. Belanja pelaksanaan kegiatan pada bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

a. Belanja untuk kegiatan pelaksanaan kegiatan pada
bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sub Bidang
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik
dan Kearsipan Kegiatan Penyusunan/ Pendataan
/Pemutakhiran Profil Desa dengan Keluaran Pendataan
SDGs 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua Puluh
Lima Juta Rupiah) .

3. Belanja pelaksanaan kegiatan pada bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya untuk operasional
kesekretariatan, Belanja Barang dan Jasa, sosialisasi dan
Pembentukan Tim Relawan Rapat-Rapat Media Informasi ,
serta pelaporan kegiatan.

Pasal 4

1. Belanja pelaksanaan kegiatan pada bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan pergeseran
anggaran dari :

a. Bidang pelaksanaan pembangunan, sub Bidang
Pemeliharaan Jalan Desa, Kegiatan Pembangunan Jalan
Beton Readymix K225 ( 134,5m x 2,5m x 0,12 m ) yang
berlokasi di Dusun Karangtalun RT.10 RW.05 Gamg
Lapangan Bola senilai Rp. 65.582.625,- (Enam puluh



lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus
dua puluh lima rupiah ).

2. Belanja kegiatan lain sebagai sisa dana pergeseran
sebagaimana Pasal 4 ayat (1) point a digunakan untuk
Kegiatan :

a. Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Kawasan
Pemukiman Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Jamban
Umum / MCK Umum Sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima
Juta Rupiah) ;

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Kawasan
Pemukiman, Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas
Pengelolaan Sampah desa dengan Keluaran Pembuatan
Taman, Gapura bahan ecobrik ( sampah plastik )
Sebesar Rp.10.582.625,- ( Sepuluh juta lima ratus
delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima
rupiah )

c. Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub  Bidang
Pendidikan,Kegiatan Pemeliharaan Taman Bacaan Milik
Desa dengan keluaran Pengadaan fasilitas Baca Digital
sebesar Rp. 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah )

3. Uraian pergeseran anggaran yang dimaksud dalam ayat (1),
sebagaimana terinci dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Kepala Urusan dan Kepala Seksi menyusun dokumen
pelaksanaan anggaran kegiatan berkenaan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan bidang yang dimaksud dalam Peraturan
Kepala Desa ini.

Pasal 6

Belanja Tak Terduga yang berasal dari pergeseran anggaran yang
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini diusulkan dalam
rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun
Anggaran 2021.



Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Bakalan.
Ditetapkan di Bakalan
Pada Tanggal April 2021

Kepala Desa Bakalan,

SUGIARTO
Diundangkan di Bakalan
pada tanggal April 2021
SEKRETARIS DESA BAKALAN,

ABU CHAERI
BERITA DESA BAKALAN TAHUN 2020 NOMOR 3



LAMPIRAN: PERATURAN KEPALA DESA BAKALAN NOMOR 3

TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA BAKALAN TAHUN ANGGARAN
2021

URAIAN PERGESERAN ANGGARAN

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BAKALAN

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE
REKENING

URAIAN

SEMULA MENJADI

ANGGARAN ANGGARAN
(Rp) (Rp)

BERTAMBAH
(BERKURANG)

SUMBER
DANA

2

3 4 5

N

2.1.

2.3.1

BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang

Pemeliharaan Jalan Desa

65.582.625 0 (65.582.625)

DD

Jumlah

65.582.625 0 (65.582.625)

KODE
REKENING

URAIAN

SEMULA

ANGGARAN
(Rp)

MENJADI

ANGGARAN
(Rp)

BERTAMBAH
(BERKURANG)

SUMBER
DANA

3

4

[t

IN

2.4.

2.4.6

BIDANG
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

Sub Bidang Administrasi
Kependudukan, Pencatatan
Sipil, Statistik dan
Kearsipan.

Penyusunan Pendataan Profil
Desa ( Pendataan berbasis
SDGs Permintaan
Kementriaan Desa/PDTT
Tahun 2021

BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang Kawasan
Pemukiman

Pemeliharaan fasilitas jamban
umum/MCK Umum,dll

25.000.000

5.000.000

25.000.000

5.000.000

DD

DD




2.4.15

Pemeliharaan Fasilitas
Pengelolaan Sampah ( Gapura

/Taman ecobrik ) 0 10.582.625 10.582.625 | DD
2.1
Sub Bidang Pendidikan
2.1.4
Pemeliharaan Taman Baca 0 15.000.000 15.000.000 | DD
Milik Desa
Jumlah Pergeseran 0 65.582.625 65.582.625

KEPALA DESA BAKALAN

SUGIARTO




KEPALA DESA BAKALAN
KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA BAKALAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DESA BAKALAN
KECAMATAN KANDEMAN
KABUPATEN BATANG
2021




